PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 18 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBI NAAN CRGAN SAS|  DAN TATA KERJA PELABUHAN
DAN DAERAH PELAYARAN

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a. bahwa pel abuhan sebagai "termnal point" untuk kapal |aut/ kendaraan
air lainnya, nerupakan konponen logistis-teknis yang tidak
t er pi sahkan dari pada penyel enggaraan angkut an | aut;

b. bahwa dal am rangka nenbina bagi an Penerintahan Perhubungan Laut,
pel abuhan har us ner upakan I i ngkungan kerja  khusus yang
penyel enggaraan dan pengusahaannya perlu diwy udkan dal am bent uk
penanggung j anab tunggal dan urumdi bawah Menteri Perhubungan Laut;

Mengi ngat :
Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

Mendengar :
Presi di um Kabi net Ker| a;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PEMBI NAAN CRGAN SASI DAN TATAKERJA PELABUHAN DAN
DAERAH PELAYARAN

Pasal 1.

Pel abuhan sebagai "termnal point" untuk kapal |aut serta kendaraan
air lainnya, nerupakan konponen |ogistis-tehnis yang tidak terpisahkan
dari pada penyel enggaraan angkutan laut. O dal amfungsi nya sebagai termnal
poi nt, pel abuhan nerupakan |i ngkungan kerja khusus yang penyel enggaraan dan
pengusahaannya di wuj udkan dal am bent uk penanggung j awab tunggal dan unumdi
bawah Menteri Per hubungan Laut .

Pasal 2.

O pel abuhan, Menteri Perhubungan Laut nenbina fasilitas- fasilitas
kepel abuhanan untuk kapal -kapal laut dan kendaraan air |ainnya untuk

keper | uan:

a. nel abuh dan nenanbat kapal -kapal guna nenai kkan dan rmenur unkan
penunpang, bongkar-nuat barang, hewan dan | ai n-1ai n;

b. penberian fasilitas untuk pel bagai keperl| uan kapal ;

C. pener i ksaan- pener i ksaan bertal i an dengan per at ur an- per at ur an
kesel anatan dan tata-tertib pel ayaran serta tata-terti b bandar;

d. penyal uran bar ang- barang unt uk masuk dan kel uar pel abuhan;

e pener i ksaan- pener i ksaan bertal i an dengan per at ur an- per at ur an

instansi-instansi penerintah lainnya yang nenpunyai suatu tugas
penerintahan terhadap lalu-lintas barang dan penunpang seperti bea-
cukai, kesehatan, pertanian, perdagangan dan |ain-Iain.



Pasal 3.

(1) Pelabuhan neliputi:

a. lingkungan kerja yang terdiri atas luas perairan ternasuk
batas-batas air pel abuhan/bandar dan luas daratan untuk
keper | uan termnal .

b. I i ngkungan kepentingan pel abuhan.

(2) Lingkungan kerja pelabuhan neliputi segala fasilitas teknisnya yang
nenungki nkan pel aksanaan penyel enggar aan angkut an | aut .

(3) Lingkungan kepentingan pelabuhan ialah lingkungan di sekeliling
i ngkungan kerja di daerah mana penggunaan tanah dan penbangunan
gedung-gedung dan lain pendirian dilakukan setelah nendapat
persetujuan pejabat yang ditunjuk Menteri Perhubungan Laut dan
nendengar Menteri Pertanian dan Agraria.

Demkian pula di nana perlu nmaka akan nencakup |ingkungan untuk

penyel enggar aan angkut an nel al ui sungai dan terusan.

Pasal 4.

Batas-batas |ingkungan Kkerja pelabuhan, dan batas |ingkungan
kepenti ngan pel abuhan ial ah sebagai nana di atur dal am peraturan- peraturan
yang ditetapkan untuk masing-nasing pelabuhan atau banda oleh Menteri
Perhubungan Laut setelah nendengar Menteri Pertanian dan Agraria, dan
kepal a Daerah Saatantra tingkat | yang bersangkut an.

Pasal 5.

Penguasaan dan pengusahaan pel abuhan sebagai "termnal point" untuk
kapal |aut/kendaraan air |ainnya neliputi:
penyedi aan al ur-al ur pelayaran dan luas perairan untuk lalu- lintas
pel ayar an dan nel abuh;
penyedi aan j enbat an bertanbat, bongkar nuat dan | ain-lain;
penyedi aan gudang- gudang dan tenpat -t enpat peni nbunan bar ang- bar ang;
penyedi aan tanah untuk pel bagai bangunan gedung-gedung dan kantor-
kant or sehubungan dengan kepenti ngan pel abuhan;
fasilitas bunkering, bahan bakar dan air;
jaring-jaring jalan dan jenbatan, saluran penbuangan air, saluran
listrik, air mnum penadam kebakaran dan | ain-1ain;
g. per encanaan dan peri zi nan penggunaan t anah.
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Pasal 6.

(1) Pelabuhan sebagai "termnal point" untuk kapal-kapal |aut/alat
kendaraan air lainnya nerupakan |ingkungan Kkerja khusus yang
di sel enggar akan dal am bent uk penanggung jawab tunggal dan unum di
bawah pengawasan dan pengat uran Menteri Per hubungan Laut.

(2) Pelabuhan nel ayani bai k kepentingan ekonom -sosial nasional maupun
ekonom - sosi al daerah dan di sel enggar akan atas dasar-dasar dan tuj uan
ekonom nmaritim

Pasal 7.

(1) Menteri Perhubungan Laut nengatur sepenuhnya segala sesuatu yang
bertalian dengan penyel enggaraan pel abuhan dan nenunjuk seorang
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pej abat yang nmenegang tanggung jawab dan pinpinan unmum yaitu
Pengusaha Pel abuhan.

Instansi-instansi penerintahan pusat, yang nenyel enggarakan suatu
tugas penerintahan terhadap lalu-lintas pelayaran, barang dan
penunpang, nenjal ankan tugas pel engkapnya atas dasar integrasi kerja
dengan Penguasa Pel abuhan.

Instansi-instansi tersebut tetap mengadakan hubungan organi satoris,
teknis dan admnistrati p dengan nasi ng- masi ng Depart enen.

Pasal 8.

Cengan tidak nengurangi tanggung jawab unum Qubernur Kepal a Daerah
Snatantra tingkat | atas daerahnya naka pel abuhan-pel abuhan yang
berada dal am daerah Qubernur Kepal a Daerah Smantantra tingkat | itu
nerupakan termnal point bagi penyel enggaraan Angkatan Laut yang
diatur dan diawasi ol eh Menteri Perhubungan Laut.

Untuk nendapat suatu koordi nasi yang bai k antara penguasa Pel abuhan
dan Qibernur Kepala Daerah Swaatantra tingkat | rmaka Penguasa
Pel abuhan waj i b nel apor kan perkenbangan dan kegi atan unum pel abuhan
kepada Qubernur Kepal a Daerah Snatantra tingkat |.

Keamanan unum di pel abuhan di sel enggar akan ol eh Penguasa Pel abuhan
sebagai penanggung j anab unum dan tunggal .

Unt uk nel aksanakan ini, Penguasa Pel abuhan neneri na bant uan kesat uan-
kesat uan Angkat an Kepolisian dan bila perlu dengan kerja sama dengan
Angkat an Bersenj ata | ai nnya.

Calam rangka nenbina perkenbangan naritim pada unumya Yyang
nengandung segi-segi pertahanan, Penguasa Pel abuhan nengadakan
koor di nasi kerja dengan Kodanar - Kodanar .

Pasal 9.

Pel abuhan- pel abuhan di susun dal am daerah pelayaran yang neliputi
perairan lautan, sungai dan tersusun serta |uas pantai sepanjang satu
at au beberapa daerah Saatantra tingkat |I.

Masi ng-masi ng daerah tersebut nerupakan suatu |ingkungan ekonom s
yang nenbi na per kenbangan nariti mdaerah tersebut.

Kepala Daerah Pelayaran newakili Menteri Perhubungan Laut dal am
daerah tersebut dan bekerja sama dengan para Kepala Daerah dan
Kepal a- kepal a | nst ansi -i nst ansi Perer i nt ah | ai nnya dal am

nengenbangkan bagi an Penerintahan Perhubungan Laut dan Kkegi atan
naritimlai nnya.

Tugas-tugas Kepala Daerah Pelayaran ditetapkan oleh Mnteri
Per hubungan Laut .

Hubungan- hubungan organik antara Menteri Perhubungan Laut, para
Kepala Daerah Pelayaran dan Penguasa Pelabuhan  newj udkan
penyenpur naan kerangka organi sasi dan penetapan fungsi-fungsi dal am
i ngkungan bagian Penerintahan Perhubungan Laut untuk nenjamn
kesatuan komando dan pel aksanaan kepem npinan dalam policy dan
pengawasan dari pusat sanpai pel abuhan- pel abuhan di daer ah.

Pasal 10.

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka bentuk Penguasa Pel abuhan

nerupakan kesatuan organik yang sepenuhnya berada di bawah Menteri



Per hubungan Laut c.q. Kepaal a Daerah Pel ayaran.
Pasal 11.

Hal -hal yang bel um atau bel um cukup diatur dal am Peraturan Presiden
ini diatur oleh Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 12.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1964.
Presi den Republ i k | ndonesi a,
Tt d.
SUKARNQ

O undangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 1964.

Vékil Sekretaris Negara,

Tt d.
SANTCBO S. H
Brig. Jen. T.NI.
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